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k BAR IV
: FENUTUP
i
\. Kesimpulan
" Berdasarkan uratan dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya
i
i terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

I Tindakan pemerintah dalam pemberian remisi terhadap koruptor adalah

b i - BT

memberikan syarat tambahan yaitu :

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan
putusan  pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena

melakukan tindak pidana korupsi;

2. Penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pengembalian kerugian Keuangan
negara adalah menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara ity

harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asser Recovery).

Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi

berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku

Stmata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.
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